
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.91, 2018 KEMENDAG. Standardisasi Bidang Perdagangan. 

Perubahan.  
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-

DAG/PER/4/2016 TENTANG STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin perlindungan konsumen 

terhadap keselamatan, kesehatan, keamanan, dan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup, upaya saling 

pengakuan standardisasi dengan negara lain, serta    

meningkatkan persaingan usaha yang sehat, telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-

DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang 

Perdagangan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-

DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang 

Perdagangan dalam perkembangannya perlu dilakukan 

penyempurnaan dan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-

DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang 

Perdagangan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4661); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor  22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia   Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916) ; 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5584); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
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telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang 

Pengelola Portal Indonesia National Single Window 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 165); 

9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata 

Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 204); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                24/M-

DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 565); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016 TENTANG STANDARDISASI 

BIDANG PERDAGANGAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 565) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 5 

(1)  Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau 

Persyaratan Teknis secara wajib harus didaftarkan 

ke Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, 

sebelum diimpor untuk Barang luar negeri atau 

sebelum diperdagangkan untuk Barang produksi 

dalam negeri. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam rangka pengawasan pra pasar 

dengan menerbitkan NRP untuk Barang produksi 

dalam negeri dan NPB untuk Barang impor. 

(3) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki 

NRP untuk Barang produksi dalam negeri atau NPB 

untuk Barang impor. 

(4) Barang yang wajib didaftarkan untuk mendapatkan 

NRP atau NPB tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

2. Ketentuan Pasal 8 dihapus. 

 

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, 

yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 8A 

(1) Importir yang telah memiliki NPB untuk Barang 

impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau 

persyaratan teknis secara wajib sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib 

mencantumkan NPB dengan benar dalam dokumen 

Pemberitahuan Impor Barang. 
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(2) Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu 

melakukan pemeriksaan kesesuaian data NPB 

dengan data importasi Barang.  

(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan 

kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditemukan dugaan pelanggaran, Direktur 

Standardisasi dan Pengendalian Mutu 

menyampaikan hasil pemeriksaaan kepada Direktur 

Pengawasan Barang Beredar dan Jasa atau Direktur 

Tertib Niaga untuk dilakukan pengawasan dan/atau 

penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya. 

 

Pasal 8B 

(1) Data importasi Barang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8A ayat (2) diakses dari portal Indonesia 

Nasional Single Window (INSW) melalui portal 

INATRADE. 

(2) Data importasi Barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikelola dan diolah oleh Pusat Data dan 

Sistem Informasi untuk disampaikan kepada 

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu. 

 

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

    

Pasal 9 

(1) Dalam rangka penelusuran konsistensi mutu barang 

dilakukan post audit melalui pengambilan contoh 

terhadap Barang yang telah diterbitkan NRP dan 

NPB. 

(2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan di tempat penyimpanan Barang 

atau gudang Pelaku Usaha. 

(3) Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu 

secara berkala atau sewaktu-waktu menugaskan 

petugas pengambil contoh untuk melakukan 
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